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KETAPANG, SP - Sejak ta-
hun anggaran 2014, Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab)
Ketapang telah tujuh kali
berturut-turut  menerima

ualian (WTP) terhadap
Laporan Keuangan Pemer-
intah Daerah (LKPD). Pen-
capaian itu diganjar peng-

Keuangan (Kemenkeu) Re-
publik Indinesia (R).

Piagam  penghargaan
diserahkan Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jender-
al (Ditjen) Perbendaharaan
. Provinsi Kalimantan Barat
(Kalbar), Imik Eko Putro
dan diterima langsung Bu-
pati Ketapang, Martin Ran-
tan di Ruang Rapat Kantor
Bupati Ketapang, Selasa
@/Mm).

“Terimakasih yang set-
inggi-tingginya kami ucap-
kan kepada Kementerian
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Pemkab Ketapang mendapatkan penghargaan WTP
dari Kementerian Keuangan bukan hanya untuk
Bupati, tapi penghargaan ini untuk semua organisasi
perangkat daerah (OPD) di Pemkab Ketapang. Serta
tentu menjadi kebanggaan masyarakat dan daerah
Ketapang secara keseluruhan

Kantor Wilayah Ditjen Per-
bendaharaan Kalbar, yang
pagi ini tiba di Ketapang
untuk menyerahkan piag-
am penghargaan  Opini
WTP atas LKPD Pemkab
Ketapang Tahun Angga-
ran 2020,” ucap Bupati saat
menyampaikan kata sambu-
tan dalam acara tersebut.

Kemenkeu  memberi-
kan penghargaan ini kepa-
da daerah yang LKPD-nya
mendapat Opini WTP, mini-
mal lima kali berturut-turut.

“Pemkab Ketapang
mendapatkan penghargaan
WTP dari Kementerian
Keuangan bukan hanya un-
tuk Bupati, tapi- penghar-
gaan ini untuk semua or-
ganisasi perangkat daerah
(OPD) di Pemkab Ketapang,
Serta tentu menjadi kebang-
gaan masyarakat dan daerah
Ketapang secara keseluru-
han,” ujarnya.

Bupati mengungkapkan, J

|

Pemkab Ketapang telah tu-
juh kali berturut turut me-
nerima Opini WTP mulai
tahun anggaran 2014. Ses-
uai ketentuan yang berlaku,
penyusunan LKPD Pemkab
Ketapang terdiri dari beber-
apa laporan. Yakni laporan
realisasi anggaran, neraca
per 31 Desember 2020 dan
laporan operasional.

Kemudian laporan arus
kas, laporan saldo angga-
ran lebih, laporan perubah-
an ekuitas dan catatan atas
laporan keuangan.

“Ketujuh laporan terse-
but telah dilakukan audit
terinci oleh BPK (Badan Pe-

-meriksa Keuangan, red) RI

yang berkahir pada Mei 2021
lalu,” kata Bupati.

“Demikian pula kepa-
da Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
serta Kepala Badan Kepega-
waian dan  Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia
Ketapang, agar mempro-
gramkan kegiatan untuk
meningkatkan kompetensi
pengelola keuangan daerah
yang ada di semua organisasi
perngkat daerah,” pesan Bu-
pati.

Bupati mengungkapkan,
Opini WTP dari BPK RI
merupakan cita-cita, hara-
pan bersama dan tanggung-
jawab kepada masyarakat
Ketapang. Penghargaan
yang telah diterima Pemkab
Ketapang ini memiliki ke-
‘wajiban untuk menjalankan
tata kelola keuangan daerah
yang baik dan akuntabel.

“Capaian ini merupa-
kan perjalanan panjang da-
lam membangun tata kelola
keuangan. Serta dilakukan
secara baik dan benar, sesuai
dengan ketentuan dan pera-

turan yang berlaku,” ujarnya.

Mempertahan Opini
WTP pada tahun men-
datang, Bupati mengim-
bau agar OPD, khusus-
nya melalui Inspektorat
Ketapang  selaku  koordi-
nator dalam penyelesaian
tindak lanjut hasil pemerik-
saan BPK RI, agar berupaya
melakukan  penyelesaian
terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan secara maksi-
mal dan berkelanjutan,
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" Bupati juga meminta
OPD  agar  melakukan
penyempurnaan atas sistem
pengendalian intern Pem-
kab Ketapang, penyesuaian
semua regulasi, peningkatan
sistem dan aplikasi penyem-

| purnaan yang berkaitan
seluruh dengan pengelola

_ keuangan daerah, khususn-

“ya dengan telah diberlaku-
kannya Peraturan Pemerin-

IsT

PENGHARGAAN — Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Ka!imantan I?arat. Imik
Eko Putro menyerahkan penghargaan dari Kementerian Keuangan. Republik Indinesia kepada
Pemerintah Kabupaten Ketapang atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap L?aporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahu_n Anggaran 2020, Selasa Q/1 1). Penghargaan diterima
langsung Bupati Ketapang, Martin Rantan di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang.

tah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuan-
gan Daerah.

Berkaitan dengan Dana
Transfer Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daer-
ah, khususnya Dana Aloka-
si Khusus (DAK) Fisik dan
Dana Desa Tahun Anggaran
2021, Bupati berharap para
kepala OPD dalam lr;}:lkge-
lola anggaran me an
upaya dan langkah-langkah
maksimal melaksanakan ke-

giatan, dan penyerapan ang-
garan sesuai ketentuan yang
berlaku.

“Saya tegaskan menjadi
kewajiban kita bersama un-
tuk tetap dapat mempertah-
ankan predikat Opini WTP
pada tahun-tahun men-
datang. Sejalan dengan itu,
kami harapkan agar kepa-
la OPD beserta jajarannya
dapat mendukung dalam
mempertahankan predikat
Opini WTP ini” tuturnya.

Bupati mengajak
seluruh  jajaran  OPD
Ketapang bekerja sama
dengan  baik. Sehingga
penyajian laporan keuan-
gan daerah transparan
dan akuntable, serta dapat
dilaksanakan dan patuh ke-
pada asas aturan yang ada.

“Mari kita bekerja den- |
gan mengedepankan integ- |
ritas, bekerja keras untuk
mempertahan Opini WTP
ini” tukasnya.(teo/pk)
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